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- BUPATI KARANGANYAR

bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan
penatéan ruang daerah dipandang perlu dilakukan optimalisasi
koordinasi antara Pemeriritah, Pemerintah Propinsi Jawa
Tengé{h dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang
pelal<;§anaannya dilakukan secara terpadu bersama instansi
terkai;t ;

| |
bahwé agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya
gﬁnaédan berhasil guna , perlu dibentuk Badan Koordinasi
Penat;aan Ruang Daerah Kabupaten Karanganyar ;

i,
,bahwa untuk maksud tersebut perlu d1atur dan dltetapkan

dengan Peraturan Bupat1

Unda}lg-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
~Daerah daerah Kabupaten dalam L1ngkungan Propinsi Jawa
Tengah

Undafng-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruan]g ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
_Nomcf;r, 115, ,’I‘ambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 3501) ;




| Undai}g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriritéhan

Daéraﬁ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomor 4437) -, sebagalmana telah diubah dengan Undang-

‘ Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indone81a Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 4548) ;

; |

| Undar.;lg-Undang meof 33 .Tahuri 2004 tentang Perimbangan

Keuarfgan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tamba{than Lembaran Repubhk Indone51a Nomor 4438) '

P

‘Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Rl,layu'ig3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomoxj' 68 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4725 ); | o
Peratl,];rén Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kégiatsan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Repubhk Indonesm Nomor 3373) o

Peraturan Pemermtah Nomor 69”Tahu‘n 1996 tentang

Pelaksanaan Hak dan Kewa_uban serta Bentuk dan Tata Cara

Peran Serta Masyarakat dalam .Penataan Ruang (Lembaran

'Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan

Lembaran Repubhk Indonesia Nomor 3660) ;

Perat\,llran Pemermtah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana

Tata Ruang Wﬂayah Naswnal (Lembaran Negara Republik
Indones1a Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran =~

Repubhk Indonesia Nomor 372 1)

Peraturan Pemermtah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Repubhk

»Indones1a Nomor 4385) ;.

Peratl,iran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang -

,Pedbtilan Pengelolaan Keuangan Daerah ;




®

Memperhatikén

- Menetapkan -

[

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 147 Tahun 2004
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;

. Peraturan Daerah Prop1ns1 Jawa- Tengah Nomor 21 Tahun 2003

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003
Nomor 133) ; |

Peraturan Daerah Prop1n31 Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Kawasan L1ndung di Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Prop1ns1 Jawa Tcngah Tahun - 2003
Nomoxj‘ 134) ; ’ ‘ R /

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004

3 , : :
tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa

'Tengail Tahun 2004 Nomor 46 Scri E Nomor 7) ;

:
!

%

. ’Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pembentukan Badan Koordlna31 Penataan Ruang

Daerah Propinsi Jawa Tengah
1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I Karanganyar
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

‘ Kabupaten Karanganyar , sebagalmana telah dirubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun

- 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003

Nomor 10 Seri E.5) .

~ SuratiGubérnur Jawa Tengah Nomor 650/00468/2007 tanggal

12 Januari 2007 perihal Peningkatan Manajemen Pengendalian 1 :

Pemaflfaatag Ruang di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ' BADAN
KOORDINASI ‘PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
KARAN GANYAR : PR
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211

: hidupnya.

’~bruang

| BAB I .
| KETENTUAN UMUM

' Pasal"' 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L Daei'ah adalahl Kabupaf;en Karangany ar.

Badan Ekseku‘uf Daerah

‘k ’Pemermtah Daerah adalah Bupat1 beserta Perangkat Daerah yang lam sebaga1

Bnpati adal:ah Bupati Ka'ranganyar

l

|

‘Koord1nas1 adalah upaya mencapai suatu kesatuan 81kap pandangan dan gerak

langkah melalui keglatan yang mehput1 penentuan pembaglan peker]aanr

hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang =

terlibat ~ dalam penyelenggaraan suatu . tugas untuk menghmdan adanya

4ke81mpangs1u an dan atau tumpang tindih.

i

Ruang adalah| wadah yang mehput1 ruang darat, ruang laut dan ruang udara'
' "‘termasuk ruang. dldalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat menusia .

dan makhluk hidup | melakukan keglatan dan memehhara kelangsungan

= Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

;‘_Penataan - ruang adalah suatu sistem proses 'perenéanaan tata ruang,
-pemanfaatan ruang dan'pengendahan pemanfaatan ruang. o '

i

‘ Perencanaan tata ruang suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ,

ruang yang mehputl penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesua1 dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan

o program beserta pemblayaannya

: ‘Pengendahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertlb tata

'Badan‘vKoordvinasiv Penataan'Rnang Daerahf yang selanjutnya disingkat 'BKP_RD
'adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi

penataan ruang di daerah.




BAB II
KOORDINASI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama
Kewenangan

Pasal 2

Tugas dan Tanggungjawab Koorfdinasi penataan ruang Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

i
[
1
i

Bagian Kedixa
Pembentukan

Pasal 3

(1)  Pelaksanaan Tugas Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimaha
- dimaksud dalam Pasal 2 dlbentuk BKPRD. ' o

(2).  Pembentukan BKPRD zsebagaimana dimaksud pada ayét (1) ditetapkan  oleh
Bupati L |

Bagian Ketiga
BKPRD

Pasal 4

BKPRD Kabupaten sebagaimané dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

a. merumuskan | dan méngkoordinasikan berbagai kebijakan penyelenggaraan
penataan ruaﬁlg Kabup;aten dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang
Nasional dan Propinsi; o '

b. 'méngkoordin'asikan penﬁsunm Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;

c. mengkobrdinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata
Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten ;

d. mengi'ntegrasikan’ dani memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang

Wllayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata

Ruang Kawasa‘ln yang telah ditetapkan Prop1ns1 dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten. yang berbatasan ;




memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang
dilakukan Pemerintah-: Kabupaten Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana ‘

Tata Ruang ;

mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi

dan pelaporan dan perljman pemanfaatan ruang ;

|
1 .
melaksanakan keglatah pengawasan yang mehputl pelaporan, evaluasi dan -

pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang ;

memberikan ekomendas1 peneruban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan Rencana’Tata Ruang Kabupaten ;

memberikan rekomendasi perijinan Tata Ruang Kabupaten ;

mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dar; pengendalian pemanfaatan ruang ;

mengembangLan data dan informasi penataan - ruang Kabupaten untuk
kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta ;

- mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten ;

|

| « |
mengkoordinasikan pei’nanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang
timbul dalam penyelqnggaraan penataan ruang Kabupaten dan memberikan

| : .
pengarahan serta saran penyelesaiannya ;
|

memberikan rekomendiasi guna menyelesaikan masalah atau konflik pemanfaatan
ruang Kabupaten dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat

!
diselesaikan Kabupaten.

1
melaksanakln : fasilitaljsi, supervisi dan koordinasi dengan dinas / instansi,

‘Pemerintah Kabupatén masyarakat dan dunia usaha berkaltan dengan
' penyelenggaraan: pcnataan ruang ;

melaksanakan konéﬁlfcasi dan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi berkaitan

dengan penyelenggarar%ln penataan ruang ;

]
|
f

- men01ptakan keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten dan = Propinsi yang
berbatasan ; ;

melakukan valuasi tahunan atas klnerJa penataan ruang Kabupaten ;

J
|
f
l



(1)

(2)

‘ (1)

(2)

menjabarkan | petunjuk Bupéti berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan
kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten ;

Menyampaikan laporan;hasil pelaksanaan tugas BKPRD secara berkal‘a kepada
Bupati. '

Pasal 5

Susunan Orga’misasi BK:PRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

1
1

Pengarah dan Pé;1anggung jawab : Bupati ;

Ketua ;| Wakil Bui)ati ;

Wakil Ir{etua, selajlku Ketua Harian : Sekretaris Daerah ;
Sekretallris : Kepaila BAPPEDA ; ’

Wakil ?ekretariysi: Kepala DPU dan LLAJ Kabupaten ;

Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah.

Il
1
i
i

me e TP

Guna kelanc?ran pelal%sanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dibentuk sekretariat; Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok

Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat éKPRD sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan
keanggotaan terdiri darji : '

Ketua|: Kepala l?idang Fisik dan Prasarana BAPPEDA ;
Wakil Ketua: Sekretaris BAPPEDA ;
Sekretaris : Kepala Subid. Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;

l . . .
Anggota : Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait.

‘a0 Top

Tugas sekretariat sebajgaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah :

!
{

B l )
a. menyiapkan balflan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD ;

|
i

b  memfasilitasi tejrselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD ;

c. menyiapkan da%l mengembangkan informasi Tata Ruang ;

d. | menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya

pelanggaran dal;am penyelenggaraan penataan ruang ;

|
i




(2)

€.

|
i

menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a
sampai dengan huruf d kepada Sekretaris BKPRD.

~ Bagian Kelima
Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

Pasal 7

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (2) ) mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari :

a0 TP

Ketua ;| Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA ;
Wakil Ketua : Kabag Hukum Organisasi dan Tata Laksana ;
Sekret%u‘is : Kabi1d Tata Ruang dan Tata Guna Tanah BAPPEDA ;

Anggota : Disesﬁ!aikan dengan tingkat kebutuhan dan yang terkait.
|

Tugas Kelompok Kerjai Perencanaan. Tata Ruang sebagaimana dlmaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) o

memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan

penataan ruang; Kabupaten

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi -

wewenang dan t{anggung jawab Pemerintah ;

‘ !
mengkoordinasigan dan melakukan fasilitas serta supervisi penyusunan

|

rencana tata ‘ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Kabhpaten ;

mengkoordmasﬂ{an penyusunan Rencana ’I‘ata Ruang Wilayah Kabupaten
dalam rangka 51nkron1sa31 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi,
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau
Jawa - Bali, Rencana Tata Ruang Kawasan tertentu / prioritas, dan
Rencana Tata Rpang Wilayah Kabupaten yang berbatasan ; ’

!
!

mengihventarisr%tsi dan mengkaji masalah - masalah yang timbul dalam
perencanaan selrta memberikan alternatif penyelesaiannya ;

o
menyampaikaln;é usulan penyelesaian / kebijakan untuk dibahas dalam

sidanglg pleno BI‘{PRD ;

menyampaikan{ laporan hasil kegiatan sebagajmana dimaksud huruf a
sampai dengan fhuruf f kepada Ketua BKPRD.

|
]



(2)

(1).

‘ 5 Bagian Ketujuh
,Kelbmpok 'Ker_]a Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

|
Kelompok Kerja Pengendahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) n?empunym susunan keanggotaan terdiri dari :

{
l

a. Ketua : Kepala Baglan Pemerintahan ;
. Wakil Ketua: Kepala Sub Dinas Cipta Karya DPU dan LLAJ ;
c. Sekreta[rls Kepala Tata Ruang dan T ata Bangunan Sub Dinas Cipta Karya
DPU dan LLAJ ; : A
d. Anggotil : D1sesua1kan dengan tingkat k_ebutuhan dan yang terkait.
Tugas Kelompok Kerja Pengendahan Pemanfaatan Ruang sebagmmana dlmaksud
dalam Pasal ayat (2) adalah

a. Memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan
kebijaksanaan is;')emanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Kabupaten ; '

~ b. MengkoordinaSikan pengawasan ( pemantauan, evaluasi dan pelaporan )
: ; _

terhadap rerican_:a’ tata ruang Kabupaten ;

i

c. Mengkoordinasil%:an penertiban dan perijinan pemanfaatan = ruang
Kabuleten , f
d. Menglnventarlsa31 dan mengkaji masalah - masalah yang timbul dalam

pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif
- penyelesaiannya; |

e.  Menyampaikan usulan penyelesaian / kebijaksanaan untuk dibahas dalam
i l :
sidang pleno BKPRD ;

f. Menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a
sampai dengan huruf e kepada Ketua BKPRD.

Bagian Kédelapan
Tata Cara Koordinasi

| Pasal 9

BKPRD men, elenggara;kan pert_emuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

berupa Rapat Pleno | untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan

|
penataan ruang.




PR ]

(2). Hasil keputus

!
i

pleno Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani

an rapat
| L . .
oleh ketua BKPRD dan’ dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan
kebijakan. L |
(3). BKPRD Kabupaten seb;agaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan

Bupati tentang penyelc}’anggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4

(empat) bulan dengan te"mbusan kepada Menteri Dalam Negeri.

|
{
I
|
i

~~ BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 10

_ !
Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan. ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanj

a Daera:h Kabupaten Karanganyar dan sumber - sumber dana lain

~yang sah dan tidak mengikat. |

Untuk perumusan

BAB 1V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

dan peflgambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD

Kabupaten dapat mengundaﬂg Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan

Masyarakat.

1

Pasal 12

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja Penataan Ruang Kabupaten dilaporkan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat D
Menteri Dalam Nege:’ri.

)

aerah dan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan




N,

~ BAB V ,
KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 13

|
Dengan dltetapkann?la Peraturan ini, semua ketentuan mengena1 koordlna51 penataan
ruang daerah dlnyatakan tldak berlaku '

' Pasal} 14

Peraturan Bupati inijmulai beﬂaku pada tanggal diuhdangkan, :

Agar setlap orang dapat mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan Bupatl

1n1 dangan penempat‘annya dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar

Dltetapkan di Karanganyar

pada tanggal }’g Q@(;}embfu' M9

' S “ BUPATI

‘ NGANYAR

UM -
. .,,”/
Dxundangkan d1 Karanganyar ' L R
padatanggal 29 g(LP’@MbUF 9”09 S // :
SEKRETARI§ DAERAH e
KABUPATE e
| A
P
B /,/// -‘
Drs. KASTO G
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR........vcuscussene.

TELAH Di oy,
AG Y] UA‘ //‘/




